
P-ISSN : 2549-3043 

E-ISSN : 2655-3201 
 

25 

 

Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020 

ANALISIS HUKUM TENTANG PENATAAN DESA SEBAGAI WUJUD 

EFEKTIVITAS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA DILIHAT DARI 

UNDANG-UNDANG DESA 
 

 
Melva Fitri Sialagan

1)
, Ismail

2)
, Zaid Afif

3)
 

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran 

Sumatera Utara 

ismailizu28@yahoo.com 

dtm.zaid@gmail.com 

 

 
ABSTRAK 

 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dengan memperhatikan latar 

belakang diatas, maka penelitian membahas perihal lingkungan hidup, dengan rumusan 

permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan 

Pemerintah Desa. 2. Bagaimana Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan 

Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. Penelitian skripsi ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan 

melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan 

Pemerintah Desa. UU No. 6/2014 ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur 

perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh 

program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi 

desa'.   

 

Kata Kunci : desa, efektivita penyelengaraan, pemerintah desa 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Desa adalah desa dan desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam system pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
 

Selanjutnya, dalam perjalanan 

ketatanegaraan Republik Indonesia, desa 

                                                 
1
 Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 

1 

telah berkembang dalam berbagai bentuk, 

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan 

demokratis sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembanguna menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera. Secara lebih operasional Undang-

undang Otonomi Daerah mengamanahkan, 

bahwa penyelenggaraan pemerintah 

diarahkan untuk memberi kewenangan 

yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah 

dengan maksud untuk lebih meningkatkan 

pelayanan dan partisipasi masyarakat 
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terhadap pelaksanaan pembangunan di 

segala bidang.
2
 

Desa secara etimologi berasal dari 

bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah 

air, tanah asal atau tanah kelahiran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

desa adalah satu kesatuan wilayah yang 

dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri 

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau 

desa merupakan kelompok rumah luar kota 

yang merupakan kesatuan.
3
 

Desa atau nama lainnya, sebagai 

sebuah entitas budaya , ekonomi dan politik 

yang telah ada sebelum produk-produk 

hukum masa kolonial dan sesudahnya, 

diberlakukan, telah memiliki asas-asas 

pemerintahan sendiri yang asli, sesuai 

dengan karakteristik sosial dan ekonomi, 

serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep 

desa tidak hanya sebatas unit geografis 

dengan jumlah penduduk tertentu 

melainkan sebagai sebuah unit territorial 

yang dihuni oleh sekumpulan orang yang 

dengan kelengkapan budaya termasuk 

sistem politik dan ekonomi yang otonom.
4
 

Undang-undang No 6 tahun 2014 

atau sering disebut undang-undang Desa 

menjadi titik balik pengaturan desa di 

Indonesia. Undang-Undang Desa 

ditandatangani oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 

Januari 2014. Undang-undang ini mengatur 

materi mengenai asas pengaturan, 

kedudukan dan jenis desa, penataan desa, 

kewenangan desa, penyelenggaraan 

pemerintah desa, hak kewajiban desa dan 

masyarakat desa, peraturan desa, keuangan 

dan aset desa, pembangunan desa dan 

pembangunan kawasan pedesaan, badan 

usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dan lembaga adat 

desa, serta pembinaan dan pengawasan. 

Undang-Undang Desa telah menjabarkan 

secara sistematis serta mampu memberikan 

                                                 
2
 Penjelasan Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Medan: Bitra Indonesia, 2013, Hlm 2. 
4
 R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – 

Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1989. 

hak-hak pada setiap desa untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang ada 

di desanya. 

Pengesahan Undang-Undang Desa 

dipercaya memberikan perubahan orientasi 

pembangunan yang sebelumnnya 

cenderung ke arah perkotaan. Desa 

diharapkan sebagai tulang punggung 

pembangunan manusia dan ekonomi 

Indonesia. Ribuan kepala desa seluruh 

Indonesia menyambut dengan baik kecuali 

daerah Sumatera Barat yang menolak UU 

tersebut. Hal ini dikarenakan Undang-

Undang Desa akan melemahkan eksistensi 

nagari di Sumatera Barat sebagai satu 

kesatuan adat, budaya, dan sosial ekonomi. 

Terkait pendapat diatas, UndangUndang 

Desa telah diatur ketentuan khusus desa 

adat pada bab XIII. Bab XII terbagi atas 

empat bab meliputi penataan desa adat, 

kewenangan desa adat, pemerintahan desa 

adat, dan peraturan desa adat. 

Hal inilah yang melatar belakangi 

judul penelitian yaitu, Analisis Hukum 

Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud 

Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah 

Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa.  
 

2. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum 

Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah 

Desa? 

2. Bagaimana Penataan Desa Sebagai 

Wujud Efektivitas Penyelengaraan 

Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-

Undang Desa? 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, 

menggambarkan, menelaah dan 

menjelaskan secara analitis permasalahan 

yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara penelitian kepustakaan. Materi 

Penelitian diperoleh melalui pendekatan 

yuridis normatif yaitu pendekatan hukum 

dengan melihat peraturan-peraturan, baik 

hukum primer maupun hukum sekunder 

atau pendekatan terhadap masalah dengan 

cara melihat dari segi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, literatur, karya 
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ilmiah dan pendapat para ahli dan lain 

sebagainya.
 

 

4. PEMBAHASAN 

Penataan Desa Sebagai Wujud 

Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah 

Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. 

Desa atau yang disebut dengan 

nama lain telah ada sebelum NKRI 

terbentuk. Pengertian Desa dalam Buku 

Pintar Dana Desa yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK), menyatakan bahwa Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan 

NKRI. Undang-undang Desa telah 

menempatkan desa sebagai ujung tombak 

pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 

kewenangan dan sumber dana yang 

memadai agar dapat mengelola potensi 

yang dimilikinya guna meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan UU Desa, 

berbagai regulasi turunan undang-undang 

telah diterbitkan untuk mengatur berbagai 

hal agar pembangunan desa dapat berjalan 

sebagaimana amanat Undang-Undang 

Desa.  Regulasi tersebut tertuang di dalam 

berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan 

pemerintah, peraturan menteri terkait 

(Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi), hingga 

peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh 

daerah.  

Agar berbagai peraturan 

pelaksanaan UU Desa tersebut dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka perlu 

dilakukan penyelarasan dalam penyusunan 

kebijakan di masing-masing kementerian, 

yang ditujukan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.  

Untuk itu, Pemerintah merancang 

Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 

Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri 

tersebut antara lain memuat penguatan 

peran dan sinergi antar kementerian dalam 

perencanaan, penganggaran, pengalokasian, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 

penguatan supervisi kepada pemda 

kabupaten/kota, dan desa. 

Peran 

Administrator Kesehatan Masyarakat dalam 

Memanfaatkan Dana Desa untuk 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Desa atau yang disebut dengan nama lain 

telah ada sebelum NKRI terbentuk. 

Pengertian Desa dalam Buku Pintar Dana 

Desa yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 

menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan 

NKRI. Undang-undang Desa telah 

menempatkan desa sebagai ujung tombak 

pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 

kewenangan dan sumber dana yang 

memadai agar dapat mengelola potensi 

yang dimilikinya guna meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan UU Desa, 

berbagai regulasi turunan undang-undang 

telah diterbitkan untuk mengatur berbagai 

hal agar pembangunan desa dapat berjalan 

sebagaimana amanat Undang-Undang 

Desa.  Regulasi tersebut tertuang di dalam 

berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan 

pemerintah, peraturan menteri terkait 

(Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi), hingga 

peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh 

daerah.  

Agar berbagai peraturan 

pelaksanaan UU Desa tersebut dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka perlu 
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dilakukan penyelarasan dalam penyusunan 

kebijakan di masing-masing kementerian, 

yang ditujukan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.  

Untuk itu, Pemerintah merancang 

Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 

Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri 

tersebut antara lain memuat penguatan 

peran dan sinergi antar kementerian dalam 

perencanaan, penganggaran, pengalokasian, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 

penguatan supervisi kepada pemda 

kabupaten/kota dan desa. 

Lahirnya UU No.6/2014 tentang 

desa telah membuka peluang bagi desa 

untuk menjadi mandiri dan otonom, serta 

sebagai wujud pengakuan Negara terhadap 

Desa, khususnya  dalam rangka 

memperjelas fungsi dan kewenangan desa, 

serta memperkuat kedudukan desa dan 

masyarakat desa sebagai subyek 

pembangunan, dimana diperlukan 

kebijakan penataan dan pengaturan 

mengenai desa.  

UU No.6/2014 ini memberikan 

ruang gerak yang luas untuk mengatur 

perencanaan pembangunan atas dasar 

kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa 

terbebani oleh program-program kerja dari 

berbagai instansi pemerintah yang 

selanjutnya disebut 'otonomi desa'. 

Otonomi desa merupakan otonomi yang 

asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan 

pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 

pemerintah berkewajiban menghormati 

otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. 

Otonomi desa yang dimaksud 

adalah otonomi pemerintah desa dalam 

melakukan pengelolaan keuangan desa. 

Salah satu program yang diberikan 

pemerintah saat ini adalah pemberian dana 

desa dengan proporsi 90:10. Tujuan 

pemberian dana desa ini adalah untuk 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Namun, dalam pelaksanaan 

penggunaan dana desa masih dirasakan 

belum efektif dikarenakan belum 

memadainya kapasitas dan kapabilitas 

pemerintah desa dan belum terlibatnya 

peran serta masyarakat secara aktif dalam 

pengelolaan dana desa.  

Demi memperkuat otonomi desa, 

pemerintah kabupaten/kota perlu 

mengupayakan beberapa kebijakan. 

Pertama, memberi akses dan kesempatan 

kepada desa untuk menggali potensi SDA 

(Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber pendapatan desa dengan 

tetap memperhatikan ekologi untuk 

pembangunan berkelanjutan. Kedua, 

memberikan bantuan kepada desa berdasar 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Ketiga, memfasilitasi upaya capacity 

building tidak hanya bagi aparatur desa, 

tetapi juga bagi komponen-komponen 

masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, 

bimbingan dan pengawasan). 

Dana Desa adalah dana APBN 

yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota 

dan diprioritaskan untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa.  

Dana Desa yang bersumber dari 

APBN adalah wujud pengakuan negara 

terhadap kesatuan masyarakat hukum yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa, hak asal 

usul dan/ atau hak tradisional.  

Disamping itu, pemberian Dana 

Desa juga dimaksudkan untuk mendukung 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

dan pemerataan pembangunan, serta 

komitmen Pemerintah untuk secara serius 

memperkuat pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud 

dari implementasi Nawacita, khususnya cita 

ketiga, yaitu membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat 

pembangunan daerah dan desa dalam 

kerangka NKRI. 

Untuk itu, setiap rupiah dari Dana 

Desa tersebut, harus diupayakan untuk 

dioptimalkan pada program dan kegiatan 

yang produktif, sehingga mampu untuk 

memberikan output dan outcome yang 
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berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan 

tersebut juga harus mengedepankan 

transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik. Dengan 

demikian, Dana Desa diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

mendukung upaya perluasan kesempatan 

kerja, pengentasan kemiskinan, dan 

pengurangan ketimpangan. 

Dalam hal ini akan membahas 

mengenai Peran Administrator Kesehatan 

Masyarakat dalam Memanfaatkan Dana 

Desa untuk Peningkatan Kesejahterakan 

Masyarakat, seperti yang sudah kita ketahui 

bahwa Administrator Kesehatan 

Masyarakat perlu menguasai berbagai 

pengetahuan dan keterampilan untuk dapat 

melaksanakan rencana, antara lain : 

1. Pengetahuan dan keterampilan motivasi 

2. Pengetahuan dan keterampilan 

komunikasi 

3. Pengetahuan dan keterampilan 

kepemimpinan 

4. Pengetahuan dan keterampilan 

pengarahan 

5. Pengetahuan dan keterampilan 

pengawasan 

6. Pengetahuan dan keterampilan supervisi 

Administrasi Kesehatan adalah 

suatu proses yang menyangkut 

perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan, 

pengkoordinasian, dan penilaian terhadap 

sumber, tata cara dan kesanggupan yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan terhadap kesehatan, perawatan 

kedokteran serta lingkungan yang sehat 

dengan jalan menyediakan dan 

menyelenggarakan berbagai upaya 

kesehatan yang ditujukan kepada 

perseorangan, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

Dari uraian diatas diketahui bahwa 

salah satu peran administrator dalam 

pengelolaan dana desa yaitu pengawasan, 

pengawasan dalam hal ini adalah 

pengawasan terhadap pengelolaan dana 

desa yang dimulai dari tahap perencanaan, 

penganggaran, penyaluran serta 

penggunaan dana desa.  Sehingga dalam hal 

ini administrator harus turut berperan aktif 

dalam proses pengelolaan keuangan desa, 

mulai dari tahap perencanaan sampai 

dengan pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa sehingga administrator dapat 

menjadi pendamping dalam melakukan tata 

kelola Dana Desa. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pengaturan Hukum Efektivitas 

Penyelengaraan Pemerintah Desa. UU 

No.6/2014 ini memberikan ruang gerak 

yang luas untuk mengatur perencanaan 

pembangunan atas dasar kebutuhan 

prioritas masyarakat desa tanpa 

terbebani oleh program-program kerja 

dari berbagai instansi pemerintah yang 

selanjutnya disebut 'otonomi desa'. 

Otonomi desa merupakan otonomi yang 

asli, bulat dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. 

Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki 

oleh desa tersebut. 

2. Penataan Desa Sebagai Wujud 

Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah 

Desa Dilihat Dari Undang-Undang 

Desa. Demi memperkuat otonomi desa, 

pemerintah kabupaten/kota perlu 

mengupayakan beberapa kebijakan. 

Pertama, memberi akses dan 

kesempatan kepada desa untuk menggali 

potensi SDA (Sumber Daya Alam) 

untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

pendapatan desa dengan tetap 

memperhatikan ekologi untuk 

pembangunan berkelanjutan. Kedua, 

memberikan bantuan kepada desa 

berdasar peraturan perundangan yang 

berlaku. Ketiga, memfasilitasi 

upaya capacity building tidak hanya 

bagi aparatur desa, tetapi juga bagi 

komponen-komponen masyarakat 

melalui korbinwas (koordinasi, 

bimbingan dan pengawasan). 

 

Saran 

Administrator dalam pengelolaan 

dana desa yaitu pengawasan, pengawasan 

dalam hal ini adalah pengawasan terhadap 

pengelolaan dana desa yang dimulai dari 

tahap perencanaan, penganggaran, 

penyaluran serta penggunaan dana desa.  

Sehingga dalam hal ini administrator harus 

turut berperan aktif dalam proses 
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pengelolaan keuangan desa, mulai dari 

tahap perencanaan sampai dengan 

pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa sehingga administrator dapat 

menjadi pendamping dalam melakukan tata 

kelola Dana Desa. 
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